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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Pembangunan secara merata di segala sektor sangat dibutuhkan guna 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa yang akan datang. Akan tetapi, 

pada implementasinya masih sering ditemukan kegiatan-kegiatan pembangunan 

yang merugikan masyarakat. Apabila pembangunan dilakukan dengan baik dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku serta memperhatikan aspek-aspek penting yang 

mendukung kehidupan manusia, maka pembangunan tersebut akan 

mensejahterakan masyarakat. Namun sebaliknya, apabila kegiatan pembangunan 

tidak dilakukan dengan baik dan menyalahi aturan yang berlaku maka 

pembangunan tersebut dapat menjadi bumerang yang akan merugikan masyarakat 

di sekitarnya. Oleh karena itu, pembangunan harus direncanakan sebaik mungkin 

agar menjadi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pemanfaatan dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

Memperlakukan lingkungan alam yang dalam hal ini adalah tanah dengan 

kapasitas yang terbatas agar tetap dapat mengalokasikan sumber dayanya secara 

adil, lestari, dan menjamin kesejahteraan masyarakat antar generasi menjadi 

pertanyaan yang sering timbul dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pengaturan dan pengendalian struktur ruang dan pola ruang yang 

ada sangat diperlukan sehingga tanah dapat digunakan dan dimanfaatkan secara 

optimal dan pelaksanaan pembangunan dapat dengan efektif mengarah ke 

pembangunan berkelanjutan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 47 tahun 2020 tentang  Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 
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Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga 

berperan dalam pengaturan dan pengendalian struktur ruang dan pola ruang suatu 

wilayah. Salah satu wujud pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah tata guna 

tanah. tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, dan 

penggunaan tanah secara berencana dan rasional dalam rangka melaksanakan 

pembangunan baik yang digagas oleh pemerintah maupun yang berasal dari inisiatif 

dan swadaya masyakat. 

Salah satu kegiatan di bidang pertanahan yang terkait dengan 

penyelenggaraan tata guna tanah adalah pertimbangan teknis pertanahan. 

Pertimbangan teknis pertanahan digunakan oleh pemohon sebagai rekomendasi 

yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang 

dijadikan sebagai dasar penerbitan izin lokasi/penetapan lokasi/izin perubahan 

penggunaan tanah. Namun, sebelum masuk ke tahap penyusunan dan penerbitan, 

pemohon pertimbangan teknis pertanahan harus terlebih dahulu mengajukan 

permohonan dan melewati tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Seksi 

Penataan dan Pemberdayaan (P2) sebagai syarat pendaftaran dokumen permohonan 

pertimbangan teknis pertanahan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen ini masih 

dilakukan secara manual. Sehingga jika dokumen-dokumen yang dibawa oleh 

pemohon belum memenuhi persyaratan yang ada, maka pemohon harus melengkapi 

dokumen-dokumen persyaratan terlebih dahulu untuk kemudian masuk ke tahap 

pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan. Pemohon juga dianjurkan untuk 

menyiapkan hasil scan dari dokumen-dokumen persyaratan tersebut dalam format 

Portable Document Format (PDF), sehingga nantinya dapat mempermudah 

petugas loket di tahap pendaftaran. 

Pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2), pegawai yang menjadi petugas 

loket untuk mendaftarkan dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan 

tersebut hanya berjumlah satu orang, selain itu tidak ada manual book atau panduan 

yang memuat prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan secara terperinci sehingga tidak semua pegawai dapat menjadi petugas 

loket untuk memproses pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 
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pertanahan. Petugas loket yang hanya berjumlah satu orang ini pun harus 

mempelajari dan memahami prosedur pendaftaran dokumen permohonan 

pertimbangan teknis pertanahan secara otodidak dan hanya bersumber pada 

informasi yang didapatkan dari petugas loket sebelumnya. Sehingga, jika pegawai 

tersebut berhalangan untuk hadir ke kantor maka pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan tidak dapat diproses. Selain itu, 

terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses pendaftaran karena 

pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan dilakukan 

secara online melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) serta membahas dan 

menuangkannya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran 

Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui Sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota 

Depok”.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan 

teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

(KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok? 

b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota 

Depok? 

c. Apa saja solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam prosedur 

pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan 

melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor 
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Pertanahan Kota Depok? 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan prosedur pendaftaran dokumen permohonan 

pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok. 

b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran 

dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota 

Depok. 

c. Untuk memberikan solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 

dalam prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

pada Kantor Pertanahan Kota Depok. 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini bagi penulis yaitu 

penulis dapat mengimplementasikan dan membandingkan teori terkait prosedur 

administrasi yang sudah dipelajari selama kuliah dengan pelaksanaannya di salah 

satu bagian di dalam instansi, khususnya pada pada Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok.  

Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir ini bagi instansi yaitu penulisan 

tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Pertanahan 

Kota Depok dalam menjalankan prosedur pendaftaran dokumen permohonan 

pertimbangan teknis pertanahan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi di 

masa yang akan datang. Selain itu, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat 
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memberi wawasan bagi pembaca dan digunakan sebagai bahan pembelajaran 

terutama di bidang administrasi, serta sebagai bahan referensi bagi yang ingin 

mengambil judul tugas akhir yang sama untuk selanjutnya. 

 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan bahan 

serta data dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara langsung pada saat praktik kerja 

lapangan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) pada Kantor 

Pertanahan  Kota Depok. 

b. Metode Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan pegawai Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) 

untuk mengetahui prosedur pendaftaran yang dilakukan, serta untuk 

mengetahui pemecahan masalah dari hambatan-hambatan yang terjadi 

selama proses pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan. 

c. Metode Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen dan segala bentuk informasi di Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan (P2) untuk dijadikan acuan pembahasan dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

 

 

1.6 Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan prosedur pendaftaran 

dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan di Seksi Penataan dan 



6 

 

 

 

Pemberdayaan (P2) dari data-data yang sudah diperoleh penulis melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, untuk kemudian dianalisis berdasarkan kajian 

teori agar mendapatkan deskripsi yang dipergunakan untuk menyusun laporan tugas 

akhir ini. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan pembaca, maka penulis menguraikan garis besar dari 

tugas akhir ini. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menganalisa 

masalah yang dibahas, diantaranya adalah terkait pengertian prosedur, tujuan 

prosedur, manfaat prosedur, karakteristik prosedur, pengertian pertimbangan teknis 

pertanahan, pengertian pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan, pengertian sistem informasi, dan pengertian Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan (KKP). 

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi, di antaranya sejarah 

Badan Pertanahan Nasional, sejarah Kantor Pertanahan Kota Depok, visi dan misi 

instansi, logo instansi, struktur organisasi instansi, fungsi Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan (P2), serta informasi lainnya mengenai Kantor Pertanahan Kota 

Depok. 

Bab IV : Pembahasan 

Bab ini menguraikan data-data yang diperoleh selama penulis melaksanakan 

praktik kerja lapangan (PKL), yaitu mengenai prosedur pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok 
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di Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) beserta hambatan apa saja yang dihadapi, 

dan solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil pembahasan yang telah 

diuraikan dalam laporan tugas akhir ini dan memberikan saran agar instansi dapat 

memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam prosedur pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok. 
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BAB V 

 

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai prosedur pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang dilaksanakan pada Seksi 

Penataan dan Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok yang sudah 

dikemukakan dalam bab IV, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan 

teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

(KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Depok sudah berjalan dengan cukup 

baik. Tahapan prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan 

teknis pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

(KKP) dimulai dari pemohon yang datang langsung ke Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan (P2) Kantor Pertanahan Kota Depok dengan membawa 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang sudah diisi dan 

melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, 

kemudian petugas loket akan mengecek kelengkapan dokumen 

persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon. Jika dokumen persyaratan 

yang dilampirkan oleh pemohon sudah lengkap, maka petugas loket akan 

mendaftarkan permohonan pertimbangan teknis pertanahan ke dalam 

sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan mencetak Surat 

Tanda Terima Dokumen (STTD) serta Surat Perintah Setor (SPS) 

menggunakan continuous form berukuran A4 (21 cm × 29.7 cm) yang 

memiliki 3 lapisan berwarna putih, merah, dan kuning. 

b. Hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan  (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota 
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Depok adalah jaringan internet yang sering tidak stabil, server down pada 

sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), dokumen persyaratan 

masih kurang lengkap dan tidak menyiapkan file dokumen-dokumen 

persyaratan tersebut dalam format Portable Document Format atau PDF, 

serta tidak adanya buku panduan yang bisa dijadikan pedoman. 

c. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut 

yaitu pengecekan jaringan internet secara berkala dan menjelaskan secara 

lebih lengkap serta mengingatkan kembali kepada pemohon agar 

dokumen-dokumen persyaratan tersebut juga discan dan disimpan dalam 

format Portable Document Format atau PDF. 

 

 

5.2 Saran 

 

Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Pertanahan Kota 

Depok pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2), penulis ingin mengemukakan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja pegawai dan instansi di masa yang akan datang yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kantor Pertanahan Kota Depok sebaiknya meningkatkan kualitas jaringan 

internet dan mengganti perangkat komputer yang digunakan, karena masih 

banyak perangkat komputer model lama yang memiliki spesifikasi rendah 

sehingga terkadang perangkat komputer mengalami error jika digunakan 

terlalu lama untuk melakukan banyak pekerjaan. Selain itu jaringan 

internet pada Kantor Pertanahan Kota Depok harus terus ditingkatkan 

karena untuk mengakses sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

(KKP) dibutuhkan jaringan internet yang stabil sehingga sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dapat diakses dengan lancar 

dan pelayanan pertanahan kepada para pemohon menjadi lebih baik dan 

tepat waktu.  

b. Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) juga seringkali 

mengalami server down sehingga menghambat proses pelayanan 
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pertanahan karena sistem ini digunakan oleh seluruh kantor pertanahan di 

Indonesia, maka dari itu setiap kantor pertanahan di Indonesia hendaknya 

melakukan server maintenance atau pemeliharaan server secara rutin dan 

peningkatan layanan hosting oleh tenaga ahli sehingga frekuensi server 

down pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dapat 

berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.  

c. Kantor Pertanahan Kota Depok sebaiknya membuat buku panduan 

prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan karena buku panduan tersebut dapat menjadi pedoman kerja 

bagi pegawai lain untuk menggantikan petugas loket jika petugas loket 

sedang tidak hadir ke kantor. Selain itu jika ada pergantian atau pertukaran 

posisi pegawai antar seksi, maka buku panduan tersebut tentu akan 

bermanfaat bagi pegawai yang menjadi petugas loket berikutnya karena 

pegawai tersebut dapat mempelajari prosedur pendaftaran dokumen 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tanpa harus mengandalkan 

petugas loket sebelumnya.  

d. Kantor Pertanahan Kota Depok sebaiknya menambah jumlah pegawai 

petugas loket pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) dan melakukan 

pembinaan kepada petugas loket tersebut terkait dengan prosedur 

pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan, 

sehingga berkas pendaftaran permohonan pertimbangan teknis pertanahan 

yang diajukan oleh pemohon tidak terbengkalai serta dapat diproses 

dengan lebih cepat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

Lampiran 1 

 

 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

 

1. Bagaimana prosedur pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis 

pertanahan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)?  

2. Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan 

permohonan pertimbangan teknis pertanahan?  

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melakukan prosedur pendaftaran 

dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan melalui sistem 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)?  

4. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

melakukan pendaftaran dokumen permohonan pertimbangan teknis pertanahan 

melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)? 
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Lampiran 2 

 

 

 

Voice Record Wawancara dengan Narasumber 
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Lampiran 3 

 

 

 

Formulir Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan 
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Lampiran 4 

 

 

 

Persyaratan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Lampiran 5 

 

 

 

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan 
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Lampiran 6 

 

 

 

Peta/Sketsa Lokasi yang Dimohon 
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Lampiran 7 

 

 

 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Lampiran 8 

 

 

 

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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Lampiran 9 

 

 

 

Fotokopi Akta Pendirian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

Lampiran 10 

 

 

 

Fotokopi Lampiran Izin Usaha dari OSS 
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Lampiran 11 

 

 

 

Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 
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Lampiran 12 

 

 

 

Fotokopi Akta Jual Beli 
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Lampiran 13 

 

 

 

Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
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Lampiran 14 

 

 

 

Proposal Rencana Kegiatan  
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Lampiran 15 

 

 

 

Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) 
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Lampiran 16 

 

 

 

Surat Perintah Setor (SPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


